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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Indonesia sebagai negara hukum menempatkan penghormatan dan 

pemenuhan hak asasi manusia sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa 

Indonesia adalah negara hukum, serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang 

menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 

manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 

Salah satu kelompok sosial yang berhak atas konstitusional namun masih 

mengalami berbagai bentuk diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari adalah 

penyandang disabilitas. Menulrult John C. Malxwell, penyalndalng disalbilitals 

dipalhalmi sebalgali individul yalng memiliki galnggulaln altalul cacat dalam kondisi 

tertentul yalng dalpalt membaltalsi alktivitalsnyal.1  

Istilalh “calcalt” dallalm Kalmuls ULmulm Balhalsal Indonesial dijelalskaln melalluli 

beberalpal malknal, yalitul: (1) aldalnyal kekulralngaln yalng menyebalbkaln multul sulaltul 

bendal, tulbulh, baltin, altalul alkhlalk menjaldi kulralng balik altalul tidalk sepenulhnyal 

sempulrnal; (2) kondisi kerulsalkaln, goresaln, altalul nodal yalng membulalt sesulaltul talmpalk 

kulralng balik altalul kulralng sempulrnal; (3) bentulk celal altalul alib; daln (4) kealdalaln yalng 

tidalk lengkalp altalul kulralng sempulrnal.2 

 
1 Arie Purnomosidi, 2017, “Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang 

Disabilitas di Indonesia”, Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 1, No, 2, hlm, 164. 
2   Ibid. 
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 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, terdapat sekitar 

22,97 (dua puluh dua koma sembilan puluh tujuh) juta penyandang disabilitas di 

Indonesia. Meskipun demikian, hanya sebagian kecil dari mereka yang memperoleh 

akses terhadap fasilitas umum secara layak dan setara dengan masyarakat non-

disabilitas.3 

Untuk menunjukkan komitmennya dalam memberantas segala bentuk 

diskriminasi dan mendorong inklusi sosial, pemerintah menciptakan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Berdasarkan 

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), yang diadopsi melalui 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, undang-undang ini merupakan kemajuan 

dibandingkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. 

Kota Lhokseumawe, sebagai salah satu kota berkembang di Provinsi Aceh, 

menghadapi tantangan serupa, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa 

pemenuhan hak terhadap fasilitas umum bagi penyandang disabilitas masih jauh 

dari optimal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riski Al Hafis, 

Soraya Masthura Hassan, dan Dela Andriani dengan judul “Evaluasi Kenyamanan 

Jalur Pejalan Kaki di Jalan Merdeka Kota Lhokseumawe”. terungkap bahwa 

infrastruktur jalur pejalan kaki di Kota Lhokseumawe, khususnya di kawasan Jalan 

Merdeka, belum memenuhi standar kenyamanan serta keamanan yang memadai.4 

Beberapa kendala yang ditemukan antara lain kondisi trotoar yang mengalami 

 
3 Badan Pusat Statistik, Data Penyandang Disabilitas di Indonesia Tahun 2023, 

https://binakonstruksi.pu.go.id/publikasi/karya-tulis/leave-no-one-behind-at-indonesian construction/, 

diakses pada 15 Oktober 2025. 
4 Riski Al Hafis, Soraya Masthura Hassan, dan Dela Andriani, 2024, “Evaluasi 

Kenyamanan Jalur Pejalan Kaki di Jalan Merdeka Kota Lhokseumawe,” Jurnal Mesil (Mesin Elektro 

Sipil), Vol. 5, No. 2, hlm. 72.  

https://binakonstruksi.pu.go.id/publikasi/karya-tulis/leave-no-one-behind-at-indonesian%20construction/
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kerusakan, minimnya penerangan pada malam hari, serta penggunaan trotoar oleh 

pedagang kaki lima dan parkir kendaraan secara tidak teratur. Penelitian tersebut 

menekankan bahwa “aksesibilitas, terutama bagi penyandang disabilitas dan 

individu dengan keterbatasan mobilitas, harus menjadi perhatian utama dalam 

pengembangan infrastruktur pejalan kaki di Kota Lhokseumawe.”5 Situasi ini tidak 

hanya mengurangi tingkat kenyamanan bagi masyarakat secara umum, tetapi juga 

menciptakan hambatan serius bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan 

kesempatan yang setara terhadap ruang publik.6 

Pada tingkat provinsi, landasan hukum mengenai pemenuhan hak-hak 

penyandang disabilitas diperkuat melalui Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Qanun ini secara khusus mengatur 

penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Aceh, 

termasuk hak atas aksesibilitas dan fasilitas umum. Secara normatif  Qanun Aceh 

Nomor 2 Tahun 2025 mewajibkan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota 

untuk menyediakan lingkungan fisik dan fasilitas publik yang inklusif, ramah, dan 

bebas hambatan bagi penyandang disabilitas.  

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang 

Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana 

Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan secara eksplisit menetapkan bahwa 

setiap jalur pedestrian harus dilengkapi dengan ramp (bidang miring), guiding block 

(jalur pemandu), serta berbagai fasilitas pendukung lainnya untuk memastikan 

 
5  Ibid. 
6  Ibid., hlm. 80. 
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kemudahan akses bagi penyandang disabilitas. Akan tetapi, adanya ketidaksesuaian 

antara ketentuan normatif tersebut dengan kondisi nyata di lapangan menunjukkan 

bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan kota yang 

inklusif masih belum optimal dan cenderung lemah dalam implementasinya. 

Dalam konteks hukum Indonesia, kebijakan terkait penyandang disabilitas 

bukan hanya merepresentasikan pelaksanaan kewajiban administratif semata, 

namun juga mengandung dimensi moral dan konstitusional, di mana negara 

berkewajiban untuk mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh rakyatnya. 

Pemenuhan hak atas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas tidak hanya 

berkaitan dengan aspek teknis infrastruktur, tetapi juga mencerminkan bentuk 

penghormatan terhadap martabat dan prinsip kesetaraan manusia. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Priyambodo, peningkatan aksesibilitas tidak semata-mata 

dimaksudkan untuk mencukupi  kebutuhan dasar, melainkan juga untuk menjamin 

pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak hukum penyandang disabilitas, 

sehingga mereka dapat terlibat secara penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi 

masyarakat.7  

Kewajiban negara untuk menyediakan lingkungan yang inklusif dan mudah 

diakses bagi semua warga negara harus ditafsirkan termasuk pemenuhan hak-hak 

bagi mereka yang memiliki disabilitas. Pemenuhan tersebut tidak boleh dilihat 

semata sebagai kegiatan sosial atau bentuk kepedulian, melainkan sebagai 

 
  7 Abdul Rozak, Aryo Priyambodo dan Lutfian Ubaidillah, 2025, “Analisis Yuridis 

Pemenuhan Hak Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember,” Jurnal Politik, 

Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 3, No. 1, hlm. 13. 
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pelaksanaan kewajiban hukum yang bersifat konstitusional dalam menjamin 

kesetaraan hak.8 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, 

sebagaimana tercantum dalam Dataset Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas, 

di wilayah Kota Lhokseumawe menunjukkan angka yang relatif stabil dalam 

rentang waktu tahun 2022 hingga 2024.9 Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 439 

(empat ratus tiga puluh sembilan) orang penyandang disabilitas yang meluas di 

empat kecamatan, yaitu Kecamatan Banda Sakti sebanyak 146 (seratus empat puluh 

enam) orang, Kecamatan Muara Dua 134 (seratus tiga puluh empat) orang, 

Kecamatan Blang Mangat 85 (delapan puluh lima) orang, dan Kecamatan Muara 

Satu 74 (tujuh puluh empat) orang.10 

Selanjutnya pada tahun 2023, angka penyandang disabilitas di Kota 

Lhokseumawe mengalami peningkatan menjadi 455 (empat ratus lima puluh lima) 

orang. Kenaikan tersebut terutama terjadi di Kecamatan Banda Sakti dengan jumlah 

155 (seratus lima puluh lima) orang dan Kecamatan Muara Dua sebanyak 137 

(seratus tiga puluh tujuh) orang, sementara Kecamatan Blang Mangat dan Muara 

Satu masing-masing tercatat sebanyak 84 (delapan puluh empat)  dan 79 (tujuh 

puluh sembilan)  orang. Kemudian, pada tahun 2024, jumlah penyandang disabilitas 

tetap berada pada angka 455 (empat ratus lima puluh lima)  orang, sama seperti 

tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penyandang 

 
8  Harry Kurniawan, Ikaputra, dan Sandra Forestyana, 2017,  Perancangan Aksesibilitas 

untuk Fasilitas Publik, UGM Press, Yogyakarta, hlm. 22. 

 9 Pemerintah Kota Lhokseumawe, Dataset Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas 

Menurut Kecamatan Tahun 2022–2024, https://data.lhokseumawekota.go.id/dataset/jumlah-

penduduk penyandang-disabilitas-menurut-kecamatan, diakses pada 12 Oktober 2025. 

 10  Ibid.   

https://data.lhokseumawekota.go.id/dataset/jumlah-penduduk%20penyandang-disabilitas-menurut-kecamatan
https://data.lhokseumawekota.go.id/dataset/jumlah-penduduk%20penyandang-disabilitas-menurut-kecamatan
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disabilitas di Kota Lhokseumawe cenderung stabil selama tiga tahun terakhir. 

Kecamatan Banda Sakti masih menjadi wilayah dengan jumlah penyandang 

disabilitas tertinggi, diikuti oleh Kecamatan Muara Dua, Blang Mangat, dan Muara 

Satu.11 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kenyataannya, pemenuhan hak atas 

aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas di Kota 

Lhokseumawe memerlukan perhatian yang lebih serius dari pemerintah daerah. 

Stabilnya jumlah penyandang disabilitas mengindikasikan perlunya penerapan 

kebijakan yang berkelanjutan dalam penyediaan fasilitas publik yang inklusif,  

Berdasarkan berbagai persoalan yang telah disampaikan di atas, penulis 

merasa perlu melakukan telaah yang lebih komprehensif mengenai pemenuhan hak-

hak penyandang disabilitas, terutama yang berhubungan dengan penyediaan 

fasilitas umum oleh pemerintah. Kajian ini dipandang signifikan mengingat masih 

adanya jarak antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dan 

implementasinya di lapangan. Dengan pertimbangan tersebut, penulis menyusun 

skripsi berjudul “Pemenuhan Hak Fasilitas Umum bagi Penyandang Disabilitas 

oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini ialah: 

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak atas aksesibilitas fasilitas umum 

bagi penyandang disabilitas di Kota Lhokseumawe? 

 
11 Ibid.  
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2. Bagaimana kendala dan upaya dalam implementasi pemenuhan hak atas 

aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas di Kota 

Lhokseumawe? 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai pemenuhan hak 

atas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas oleh Pemerintah Kota 

Lhokseumawe. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada peran, kewenangan, 

dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam merencanakan, menyediakan, serta 

mengelola fasilitas umum yang aksesibel dan ramah bagi penyandang disabilitas. 

Kajian dilakukan dalam perspektif hukum, khususnya dengan menelaah ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur hak penyandang disabilitas atas 

fasilitas umum serta kewajiban pemerintah daerah dalam pemenuhannya.  

Penelitian ini juga membatasi objek kajian pada fasilitas umum yang berada 

di bawah pengelolaan atau tanggung jawab Pemerintah Kota Lhokseumawe, seperti 

sarana pelayanan publik, jalan dan trotoar, gedung pemerintahan, serta fasilitas 

publik lainnya yang digunakan oleh masyarakat. Pembahasan difokuskan pada 

aspek aksesibilitas dan kelayakan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas, tanpa 

mengkaji secara mendalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang lain 

di luar fasilitas umum, kecuali sepanjang memiliki keterkaitan langsung dengan 

objek penelitian. 

Secara wilayah, penelitian ini dibatasi pada lingkup administratif Kota 

Lhokseumawe. Dengan demikian, penelitian ini tidak melakukan perbandingan 
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dengan daerah lain, melainkan berfokus pada kondisi faktual dan implementasi 

kebijakan di Kota Lhokseumawe sebagai satuan pemerintahan daerah. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi pemenuhan hak atas 

aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas di Kota 

Lhokseumawe. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dan upaya yang telah dan 

sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mewujudkan 

pemenuhan hak atas aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang 

disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis, yakni sebagai berikut: 

1.   Manfaat Teoritis   

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan partisipasi bagi pengembangan 

ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum hak asasi manusia dan 

perlindungan kelompok rentan. Selain itu, hasil penelitian ini juga 

diharapkan dapat menambah diskursus akademik tentang pentingnya 

pembangunan yang berorientasi pada inklusivitas dalam sistem hukum 

Indonesia.  
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi Pemerintah Kota 

Lhokseumawe dalam menyusun serta melaksanakan kebijakan terkait 

penyediaan fasilitas umum yang ramah dan mudah diakses oleh penyandang 

disabilitas. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh 

organisasi masyarakat sipil, komunitas disabilitas, maupun lembaga 

advokasi sebagai dasar untuk melakukan advokasi dan dialog kebijakan 

guna mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih inklusif dan 

berkeadilan. 

E.  Penelitian Terdahulu  

   Penelitian-penelitian sebelumnya menjadi salah satu dasar penting yang 

digunakan penulis dalam melakukan analisis mengenai pemenuhan hak atas 

fasilitas umum bagi penyandang disabilitas di Kota Lhokseumawe. Beragam 

temuan dari studi-studi terdahulu dimanfaatkan sebagai pijakan konseptual serta 

pembanding guna memperkuat pembahasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, 

beberapa karya penelitian yang relevan dijadikan rujukan utama dalam penyusunan 

studi ini, antara lain sebagai berikut: 

1. Penelitialn oleh ALdityals Pulrnalmal Salri, Nulr Milaldaln, daln Balmbalng S. 

Puljalntyo yalng berjuldull “ALksesibilitals Rulalng Pulblik balgi Penyalndalng 

Disalbilitals di Kalwalsaln ALluln-ALluln Demalk”12. Penelitialn tersebult 

menggulnalkaln metode kulalntitaltif dengaln teknik alnallisis skoring daln 

 
12 Adityas Purnama Sari, Nur Miladan, dan Bambang S. Pujantyo, 2025, “Aksesibilitas 

Ruang Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kawasan Alun-Alun Demak,” Jurnal Perencanaan 

Wilayah, Kota, dan Permukiman, Vol. 7, No. 1, hlm. 136-148. 
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deskriptif, yalng melibaltkaln pengulmpullaln daltal melalluli observalsi lalpalngaln, 

kulesioner kepaldal alnggotal Komulnitals Penyalndalng Disalbilitals Demalk 

(KPD2), sertal stuldi literaltulr yalng relevaln. Berdalsalrkaln halsil penelitialn, 

ditemulkaln balhwal tingkalt alksesibilitals rulalng pulblik di kalwalsaln ALluln-ALluln 

Demalk malsih tergolong rendalh dengaln nilali skoring 1,54 (saltul komal limal 

pullulh empalt) yalng termalsulk dallalm kaltegori tidalk alksesibilitals. Hall ini 

menulnjulkkaln balhwal malsih terdalpalt berbalgali kendallal yalng menghalmbalt 

penyalndalng disalbilitals dallalm mengalkses rulalng pulblik, seperti ketialdalaln 

jallulr pemalndul balgi tulnalnetral, ralmp (bidalng miring), yalng tidalk sesulali 

stalndalr, ketialdalaln alreal palrkir khulsuls, sertal minimnyal falsilitals informalsi 

yalng muldalh dialkses balgi tulnalrulngul daln tulnalnetral. Peneliti menegalskaln 

balhwal kondisi tersebult belulm sepenulhnyal mencerminkaln pelalksalnalaln halk-

halk penyalndalng disalbilitals sebalgalimalnal dialtulr dallalm ULndalng-ULndalng 

Nomor 8 Talhuln 2016 tentalng Penyalndalng Disalbilitals sertal Peraltulraln 

Menteri Pekerjalaln ULmulm daln Perulmalhaln Ralkyalt Nomor 14/PRT/M/2017 

tentalng Persyalraltaln Kemuldalhaln Balngulnaln Gedulng. Berbedal dengaln 

penelitialn tersebult, penelitialn yalng penullis lalkulkaln memiliki fokuls daln 

pendekaltaln yalng berbedal. Jikal penelitialn ALdityals Pulrnalmal Salri dkk. lebih 

menitikberaltkaln paldal penilalialn tingkalt alksesibilitals fisik daln sosiall rulalng 

pulblik melalluli pendekaltaln kulalntitaltif, penelitialn penullis berfokuls paldal 

alnallisis pemenulhaln halk-halk penyalndalng disalbilitals oleh pemerintalh daleralh 

dengaln menggulnalkaln pendekaltaln yulridis empiris, yalng menggalbulngkaln 

kaljialn normaltif terhaldalp peraltulraln perulndalng-ulndalngaln dengaln reallitals 
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implementalsi di lalpalngaln. Selalin itul, penelitialn ALdityals Pulrnalmal Salri dkk. 

terbaltals paldal saltul kalwalsaln pulblik yalitul ALluln-ALluln Demalk, sedalngkaln 

penelitialn penullis dilalkulkaln di Kotal Lhokseulmalwe dengaln calkulpaln yalng 

lebih lulals terhaldalp pemenulhaln falsilitals ulmulm secalral ulmulm, seperti gedulng 

pemerintalhaln, salralnal tralnsportalsi, daln alreal pulblik lalin yalng sehalrulsnyal 

menyedialkaln alksesibilitals balgi penyalndalng disalbilitals. 

2. Penelitialn  oleh Moch. ALrdi daln Trisnal Ros Meidialsalri yalng berjuldull 

“Implementalsi ULndalng-ULndalng Nomor 8 Talhuln 2016 tentalng Penyalndalng 

Disalbilitals Berkalitaln dengaln Pemberialn Pendidikaln Dalsalr di Kotal 

Ballikpalpaln”,13 Penelitialn tersebult menekalnkaln pentingnyal peraln 

pemerintalh daleralh dallalm mewuljuldkaln pemenulhaln halk-halk penyalndalng 

disalbilitals sesulali dengaln almalnalt peraltulraln perulndalng-ulndalngaln, sertal 

menyoroti berbalgali halmbaltaln yalng dihaldalpi dallalm proses implementalsi 

kebijalkaln di tingkalt daleralh. Perbedalalaln fokuls kaljialn nyal aldallalh penelitialn 

Moch. ALrdi daln Trisnal Ros Meidialsalri menitikberaltkaln paldal implementalsi 

halk altals pendidikaln dalsalr balgi penyalndalng disalbilitals, sedalngkaln penelitialn 

penullis berfokuls paldal pemenulhaln halk terhaldalp falsilitals ulmulm balgi 

penyalndalng disalbilitals oleh Pemerintalh Kotal Lhokseulmalwe. 

3. Penelitialn oleh Multialral yalng berjuldull “Implementalsi ULndalng-ULndalng 

Nomor 8 Talhuln 2016 tentalng Halk Penyalndalng Disalbilitals di Kotal Medaln”14 

 
13 Moch. Ardi dan Trisna Ros Meidiasari, 2020, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Berkaitan dengan Pemberian Pendidikan Dasar di Kota 

Balikpapan,” Jurnal Lex Suprema, Vol. 2, No. 2, hlm. 269-288. 
14 Mutiara, 2025, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak 

Penyandang Disabilitas di Kota Medan,” Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK),” Vol. 

5, No. 1, hlm. 1–9.  



12 

 

 

membalhals pelalksalnalaln ulndalng-ulndalng tersebult dallalm memenulhi halk 

penyalndalng disalbilitals, khulsulsnyal halk altals pekerjalaln. Menggulnalkaln 

metode kulallitaltif dengaln lokalsi di Dinals Ketenalgalkerjalaln Kotal Medaln, 

penelitialn ini mengalnallisis ulpalyal pemerintalh daleralh dallalm mewuljuldkaln 

kesempaltaln kerjal balgi penyalndalng disalbilitals. Halsil penelitialn 

menulnjulkkaln aldalnyal kemaljulaln melalluli pembentulkaln ULnit Lalyalnaln 

Disalbilitals (ULLD) yalng berperaln dallalm rekrultmen, pelaltihaln, daln 

penempaltaln kerjal. Nalmuln, malsih terdalpalt kendallal seperti rendalhnyal 

palrtisipalsi perulsalhalaln swalstal, kulralngnyal pemalhalmaln malsyalralkalt, sertal 

keterbaltalsaln falsilitals kerjal yalng ralmalh disalbilitals. Secalral ulmulm, penelitialn 

ini menyoroti balhwal pemenulhaln halk ketenalgalkerjalaln penyalndalng 

disalbilitals belulm malksimall alkibalt stigmal sosiall daln lemalhnyal koordinalsi 

alntalrinstalnsi. Perbedalaln penelitialn penullis dengaln penelitialn Multialral 

terletalk paldal fokuls daln objek kaljialn. Penelitialn Multialral membalhals 

implementalsi ULndalng-ULndalng Nomor 8 Talhuln 2016 dallalm pemenulhaln halk 

altals pekerjalaln di Kotal Medaln, sedalngkaln penelitialn penullis 

menitikberaltkaln paldal pemenulhaln halk altals falsilitals ulmulm balgi penyalndalng 

disalbilitals oleh pemerintalh Kotal Lhokseulmalwe. Dengaln demikialn, 

penelitialn penullis memiliki kebalrulaln dallalm alspek halk yalng dikalji (falsilitals 

ulmulm, bulkaln ketenalgalkerjalaln) sertal lokalsi penelitialn yalng berbedal, yalitul 

di Kotal Lhokseulmalwe. 

4. Penelitialn oleh Zullal Naldhifal, Irin Calisalrinal, daln Pultral Rizkiyal yalng 

berjuldull “Pemenulhaln ALksesibilitals Hallte balgi Penyalndalng Disalbilitals 



13 

 

 

dallalm Peneralpaln Kotal Inklulsif”15 mengkalji sejalulh malnal hallte di Kotal 

Balndal ALceh memenulhi stalndalr alksesibilitals balgi penyalndalng disalbilitals. 

Dengaln metode deskriptif kulallitaltif daln kulalntitaltif, penelitialn ini dilalkulkaln 

melalluli observalsi, kulesioner, daln walwalncalral. Halsilnyal menulnjulkkaln 

balhwal dalri sepullulh hallte yalng diteliti, halnyal Hallte Malsjid Ralyal 

Balitulrralhmaln yalng memenulhi kriterial ralmalh disalbilitals, sedalngkaln 

sembilaln lalinnyal belulm sesulali kalrenal kulralngnyal ralmp, kemiringaln yalng 

tidalk stalndalr, sertal minimnyal falsilitals seperti halndralil daln kulrsi prioritals. 

Penelitialn ini menilali malsih lemalhnyal koordinalsi alntalral pemerintalh daln 

komulnitals disalbilitals dallalm penyedialaln falsilitals pulblik. Perbedalalnnyal 

dengaln penelitialn penullis terletalk paldal fokuls daln pendekaltaln. Jikal 

penelitialn Naldhifal menitikberaltkaln paldal alspek teknis alrsitektulr falsilitals 

tralnsportalsi di Balndal ALceh, penelitialn penullis lebih memulsaltkaln kaljialn 

paldal pemenulhaln halk falsilitals ulmulm secalral lulals di Kotal Lhokseulmalwe. 

5. Penelitialn oleh Rezzal Valrry, Indral Zalchreini, daln Fitrinal Ghalitsal yalng 

berjuldull “Sulrvei ALksesibilitals Lalyalnaln Kesehaltaln Penyalndalng Disalbilitals 

Rulngul di Indonesial”16 meneliti tingkalt kemuldalhaln penyalndalng disalbilitals 

rulngul dallalm mengalkses lalyalnaln kesehaltaln di berbalgali daleralh di Indonesial. 

Dengaln metode deskriptif alnallitik berpendekaltaln cross-sectionall, penelitialn 

ini melibaltkaln 405 (empalt raltuls limal) responden dalri beberalpal provinsi. 

 
15 Zula Nadhifa, Irin Caisarina, dan Putra Rizkiya, 2023, “Pemenuhan Aksesibilitas Halte 

bagi Penyandang Disabilitas dalam Penerapan Kota Inklusif,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur 

dan Perencanaan, Vol. 7, No. 2, hlm. 94–98. 
16 Rezza Varry, Indra Zachreini, dan Fitrina Ghaitsa, 2025, “Survei Aksesibilitas Layanan 

Kesehatan Penyandang Disabilitas Rungu di Indonesia,” Jurnal Kedokteran dan Kesehatan 

Mahasiswa Malikussaleh, Vol. 4, No. 3, hlm. 29–37. 
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Halsilnyal menulnjulkkaln balhwal sebalgialn besalr penyalndalng disalbilitals rulngul 

64,7% (enalm pullulh empalt komal tuljulh persen) malsih mengallalmi kesullitaln 

dallalm memperoleh lalyalnaln kesehaltaln. Halmbaltaln yalng ditemulkaln melipulti 

kulralngnyal falsilitals ralmalh disalbilitals, komulnikalsi yalng tidalk efektif alntalral 

tenalgal medis daln palsien, sertal terbaltalsnyal penyedialaln allalt balntul dengalr 

oleh pemerintalh. Penelitialn ini menegalskaln balhwal wallalulpuln halk altals 

pelalyalnaln kesehaltaln yalng lalyalk telalh dijalmin dallalm ULndalng-ULndalng 

Nomor 8 Talhuln 2016, peneralpalnnyal malsih belulm optimall. Hall ini 

disebalbkaln oleh keterbaltalsaln salralnal, kulralngnyal pemalhalmaln tenalgal medis 

terhaldalp kebultulhaln disalbilitals, sertal lemalhnyal sosiallisalsi kebijalkaln. 

Perbedalalnnyal dengaln penelitialn penullis terletalk paldal fokuls daln pendekaltaln 

kaljialn. Penelitialn Rezzal Valrry dkk. menitikberaltkaln paldal alksesibilitals 

lalyalnaln kesehaltaln secalral nalsionall dengaln pendekaltaln medis, sedalngkaln 

penelitialn penullis mengkalji pemenulhaln halk altals falsilitals ulmulm di Kotal 

Lhokseulmalwe dalri suldult palndalng hulkulm daln kebijalkaln pemerintalh daleralh. 

Selalin itul, penelitialn penullis lebih lulals kalrenal menyoroti berbalgali falsilitals 

pulblik seperti trotoalr, talmaln kotal, daln gedulng pemerintalhaln, bulkaln halnyal 

lalyalnaln kesehaltaln. Dengaln demikialn, penelitialn penullis memiliki kebalrulaln 

dallalm hall lokalsi, fokuls, daln pendekaltaln hulkulm terkalit pemenulhaln halk 

penyalndalng disalbilitals terhaldalp falsilitals ulmulm di Kotal Lhokseulmalwe. 

6. Penelitialn oleh Cult Zalmhalriral, ULlal ULlsyalfal, daln Mirzal Falnzikri yalng 

berjuldull “Pelalyalnaln Pulblik balgi Penyalndalng Disalbilitals di Mall Pelalyalnaln 
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Pulblik Kotal Balndal ALceh”.17 Penelitialn ini bertuljulaln menelalalh pelalksalnalaln 

stalndalr pelalyalnaln pulblik sertal lalngkalh-lalngkalh yalng ditempulh pemerintalh 

Kotal Balndal ALceh dallalm pemenulhaln halk penyalndalng disalbilitals di 

lingkulngaln Mall Pelalyalnaln Pulblik (MPP). Metode penelitialn yalng 

digulnalkaln aldallalh deskriptif kulallitaltif dengaln teknik pengulmpullaln daltal 

melalluli walwalncalral, observalsi, daln dokulmentalsi. Temulaln penelitialn 

memperlihaltkaln balhwal peneralpaln stalndalr pelalyalnaln pulblik di Mall 

Pelalyalnaln Pulblik (MPP) Kotal Balndal ALceh malsih belulm berjallaln secalral 

optimall. Dalri limal indikaltor Service Qulallity (talngible, empalthy, relialbility, 

responsiveness, daln alssulralnce), halnyal tigal alspek yalng terpenulhi dengaln 

balik, yalitul talngible, responsiveness, daln alssulralnce. Dulal alspek lalinnyal 

empalthy daln relialbility malsih lemalh kalrenal keterbaltalsaln stalf yalng malmpul 

berkomulnikalsi dengaln penyalndalng disalbilitals (seperti tulnal rulngul altalul tulnal 

wicalral), sertal kulralngnyal tenalgal pendalmping tersertifikalsi. Berbedal dengaln 

penelitialn tersebult, penelitialn penullis menitikberaltkaln paldal pemenulhaln halk 

falsilitals ulmulm balgi penyalndalng disalbilitals oleh pemerintalh berdalsalrkaln 

ULndalng-ULndalng Nomor 8 Talhuln 2016 di Kotal Lhokseulmalwe, yalng 

mencalkulp rulalng lingkulp yalng lebih lulals dibalndingkaln pelalyalnaln pulblik di 

saltul instalnsi. Jikal penelitialn Cult Zalmhalriral dkk. halnyal menelalalh pelalyalnaln 

aldministraltif di saltul lembalgal pemerintalh, malkal penelitialn pemullis mengkalji 

berbalgali bentulk falsilitals ulmulm seperti jallaln, trotoalr, balngulnaln pulblik, 

 
17 Cut Zamharira, Ula Ulsyafa, dan Mirza Fanzikri, 2023, “Pelayanan Publik bagi 

Penyandang Disabilitas di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh,” Journal Social, Administration 

and Government Review, Vol. 1, No. 2, hlm. 12-22. 



16 

 

 

tralnsportalsi, falsilitals ibaldalh, daln rulalng terbulkal yalng digulnalkaln malsyalralkalt 

ulmulm. Dengaln demikialn, fokuls penelitialn penullis tidalk halnyal paldal alspek 

pelalyalnaln pulblik aldministraltif, tetalpi julgal mencalkulp dimensi alksesibilitals 

fisik daln non-fisik di berbalgali sektor pelalyalnaln yalng menjaldi talnggulng 

jalwalb pemerintalh kotal. Selalin itul, penelitialn ini memberikaln dimensi 

kebalrulaln kalrenal mengalmbil lokalsi di Kotal Lhokseulmalwe. Berbedal dengaln 

Balndal ALceh sebalgali ibul kotal provinsi yalng relaltif lebih maljul dallalm 

infralstrulktulr daln kebijalkaln pelalyalnaln pulblik, Kotal Lhokseulmalwe 

menghaldirkaln reallitals berbedal, di malnal malsih ditemulkaln berbalgali 

keterbaltalsaln salralnal daln pralsalralnal yalng ralmalh disalbilitals. Oleh kalrenal itul, 

penelitialn penullis dihalralpkaln dalpalt memperkalyal kaljialn empiris mengenali 

pelalksalnalaln kebijalkaln halk penyalndalng disalbilitals di tingkalt daleralh, 

sekalliguls memberikaln galmbalraln mengenali sejalulh malnal pemerintalh Kotal 

Lhokseulmalwe telalh berulpalyal memenulhi halk altals falsilitals ulmulm yalng 

inklulsif balgi selulrulh walrgalnyal. 

7. Penelitialn oleh Fikakurrahni Azzahra, Rr. Ratri Werdiningtyas, dan 

Candraningratri Ekaputri Widodo yalng berjuldull “Kondisi sarana dan 

prasarana transportasi sebagai pemenuhan kebutuhan dalam bergerak 

penyandang disabilitas di Kota Ramah Disabilitas Yogyakarta”.18 Kota 

Yogyakarta telah berhasil mengintegrasikan pemenuhan hak penyandang 

disabilitas ke dalam kebijakan pembangunan fasilitas umum. Fokus utama 

 
18 Fikakurrahni Azzahra, Rr. Ratri Werdiningtyas, dan Candraningratri Ekaputri Widodo, 

2025, “Kondisi sarana dan prasarana transportasi sebagai pemenuhan kebutuhan dalam bergerak 

penyandang disabilitas di Kota Ramah Disabilitas Yogyakarta”, Jurnal Pembangunan Wilayah dan 

Perencanaan Partisipatif, Vol. 20, No. 2, hlm. 1-25.    
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penelitian tersebut adalah pada praktik implementatif pemenuhan 

aksesibilitas melalui penyediaan fasilitas umum yang ramah disabilitas, 

seperti jalur pedestrian yang aksesibel, transportasi publik inklusif, gedung 

pelayanan publik, serta ruang terbuka hijau yang dapat digunakan secara 

mandiri dan aman oleh penyandang disabilitas. Kajian ini menekankan 

pentingnya komitmen pemerintah daerah, dukungan regulasi lokal, serta 

partisipasi aktif komunitas penyandang disabilitas dalam perencanaan dan 

evaluasi pembangunan kota. Sementara itu, penelitian yang dilakukan 

dalam skripsi ini berfokus pada Kota Lhokseumawe, dengan titik tekan yang 

berbeda dari penelitian Kota Yogyakarta. Jika penelitian terdahulu di 

Yogyakarta menitikberatkan pada keberhasilan implementasi konsep kota 

ramah disabilitas, maka penelitian ini lebih menekankan pada analisis 

yuridis terhadap pemenuhan hak fasilitas umum bagi penyandang disabilitas 

oleh pemerintah daerah. Penelitian penulis mengkaji sejauh mana 

Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menjalankan kewajiban hukumnya 

sebagai pemangku kewajiban (duty bearer), serta bagaimana kesesuaian 

antara norma hukum dan kondisi faktual di lapangan. Selain itu, penelitian 

Kota Yogyakarta lebih berorientasi pada pendekatan kebijakan dan 

pembangunan inklusif di daerah yang telah relatif siap secara regulasi dan 

infrastruktur. Sebaliknya, penelitian di Kota Lhokseumawe menyoroti 

keterbatasan implementasi, baik dari aspek kebijakan daerah, perencanaan 

fasilitas umum, maupun tingkat aksesibilitas yang dirasakan langsung oleh 

penyandang disabilitas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya 
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menggambarkan kondisi empiris, tetapi juga mengidentifikasi hambatan 

struktural dan yuridis dalam pemenuhan hak fasilitas umum bagi 

penyandang disabilitas.  

F. Sistematika Pembahasan 

Hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling 

berkaitan satu sama lain. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi sub bab latar 

belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, 

penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.  

Bab II merupakan tinjauan umum pemenuhan hak fasilitas umum bagi 

penyandang disabilitas yang memuat landasan teori dan dasar hukum yang menjadi 

pijakan dalam penelitian. Bab ini menguraikan konsep Hak Asasi Manusia (HAM), 

hak penyandang disabilitas, tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak warga 

negara, pengertian dan fungsi fasilitas umum, konsep aksesibilitas, serta penerapan 

prinsip universal design sebagai dasar penyediaan fasilitas umum yang inklusif dan 

mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.  

Bab III merupakan metode penelitian memuat secara rinci mengenai metode 

penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, meliputi jenis, 

pendekatan, dan sifat penelitian, lokasi, populasi dan sampel, sumber data, teknik 

pengumpulan data, alat pengumpulan data, serta metode analisis data yang 

digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data sehingga mampu menjawab 

rumusan masalah yang telah ditetapkan. 

Bab IV merupakan pembahasan hasil penelitian yang menguraikan 

mengenai implementasi pemenuhan hak atas aksesibilitas fasilitas umum bagi 
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penyandang disabilitas oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, bab ini juga membahas 

berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak tersebut serta 

upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam 

mewujudkan fasilitas umum yang aksesibel, inklusif, dan memberikan 

perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas.  

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas 

rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang 

diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dan 

instansi terkait dalam meningkatkan pemenuhan hak fasilitas umum bagi 

penyandang disabilitas sehingga tercipta lingkungan yang lebih inklusif, 

berkeadilan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  


